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LEMBARAN DAEMH

KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2O7O

PERATUMN DAERAH I(ABUPATEN BI'TON UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2(l1(l

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2O()S
.TEI'ITANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARNT DAERAH DAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BI'TON I'TARA

DENGAN MHMAT TUHAN YAI{G IIIAHA ESA

Menimbang '. a.

BUPAn BUTON ttTARAr

bahwa dalam rangka penyehlggaraan pemerintahan
yang efisien, efektif dan optimal, perlu menyempumakan
Perafuran Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3
Tahun 2008 tentang &ganisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daenh dan Sekretadat DPRD lGbupaten
Buton Utara;

bahwa berfuhtng derEan maksd @a huruf a, perlu
diatur dan dtetapkan derqan Peraturan Daerah.

Undangrundang l,lornor 28 Tafrun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, lGlusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik lrdonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lernbaran Negara Nomor 385t) ;

Mengingat

2. Undarg+ndarq Nornor fi Tdrun 1999 tentang
Perubahan Atas Urdargrundag Nomor 8 Tahun 1974
ffitg Poftok+olok lcpegafi*ilt (Lembarar Negara
Repubfik Indonesia Tdun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lernbarar tlegaa Repr$e hdonesh Nomor3890);

b.

. 1.
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3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2N4 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2N4
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nornor 32 Tahun n04 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2W Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a844j;

Undang+ndang Nomor 33 Tahun M tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nornor

3348);

Undang+ndang Nomor 14 Tahun 2W7 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repblik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Nornor 4690) ;

Penaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daenah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1988

Nornor 10, Tarnbahar Lembaran Negaa tlomor3373);

Perafurar Pernerintah Nomor 9 T*un 2003 bntang
Wercnang Pengmgkatan, fuminddtan dan
Per$ertenlia Pegffii l,l€eri Sii,pd (Lembaran Negara

Repr$ft hdqresh Tahun 208 Nons 15, Tanbahan

letttrar t{€gara Ncrprl263} ;

6.

7.

8.

I,

-t
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

K.abUpaten/Kota (Lembaran Negana Republik lnd6nesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nfior 47371:

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman 0rganisasi Perangkal Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor
47411.

I l. Penafuran Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pernerintahan fang menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Bubn Uhra (Lembaran Daerah
lGbupabn Buton Utara Tahun 2@8 Nomor 2) ;

,|2. Penaturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretiadat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran

Daenah lGfupabn Buton Ubna Tahun 2008 Nomor 3) ;

13. Penafuran Daerah llornor 5 Tahun 2008 tentang

Oganbasi dan Tata kefa Inspehoral MPPEDA dan
Lembaga bknb Daerah lGbupaten Bubn Utara
(Lembann Daenah Klabupaten Bubn Utara Tahun 2008
Nomorq.

lhngan Penetufuan Bemma
DEWAI.I PERWAI(LAil RAIfiAT DAERAH IGBUPATEII BI'TON IJTARA

dan

BUPAN BUTOT{ I'TARA
I

_- .a

;'.r\l



I BAB Vr

, susuNAN oRGAI{lsAsl

Erglan P$tlmr
S€krotadtl Dlerah

Prlrl 1l

MEMUTUSIGN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PEMTUMN DAEMH NoMOR 3
TAHUN 2OO8 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAEMH DAN SEKRETARhT EEWAN

PERWAKILAN MIffAT DAEMH (DPRD) KABUPATEN

BUTON UTAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam'Penaturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Seketariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Penrakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara diubah sebagai

berikut:

1. Kstentuan Bab Vl Pacat ll ayat (1) diubah mhlngga berbunylrebagal

berlkut:

S€kretarb Daerdt;
Asbten Pemerintahan dan F.esejah hraan Rakyat ;

Asisbn Perekommian dan Pembaqunan ;

Asietn adrdnbfasl Umum.

(1) Susunan Organlsasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asgten, !' ' 
(sembilan) Bagian, tl (DvaPuluh Tujuh) sub Bagian dan dbantu kebmpok

jabatan fungslonal yaltu :

t. Sekretrrlat Daerah Terdlrldarl :

a.

b.

c.

d.



2. Aclsten Pemerfntahan dan Kesejahteraan Rakyat terdirr darr :

- 
.qyP 

Bagian Tata pemerintahan Umum dan pengembangan
Wfayah;

- Sub.Bagian pengembangan Daerah dan Hubungan Antar rLembaga: "!"rs' 
i

- Sub Baglan pnasanana Fisik pemerintahan,
- b. Brglan Hukum dan Organfsaslmembswahl:

, 
_ Sub Bqghn Tata Hukum dan perundarg+rdargan;

- Sub Bagirr Bantuan Hukum dan Dolq,rnentasi Hukum ;- 
.S-rb 

Bagian lGlembagaan, ANJAB, lGtatalaksanaan dan
lGpeganaian.

', :ns IHHfffl:::H:H"ffiff ll*,
lrb Bagkn Adminirsbasi So$d, Tenaga lGrja dan
Trarsrnigrad;

- subBagkr Adminisha;i **id*an, pern da, ofahraga,- pemberdayaar perenpuan Oan fcsdtraan.; 3. Acrsten penekonomhn dsn pcrnbangunan hdrrr darf;
8. Bagran Adnrrnbbarr pembangunan 

membarvahr :

. - Sub Bagian Adminishasi prograrn penrbangunan;

, - Sub Bagbn Fendataan, Evaluasidan pet+oran 
;

Sub Bag&n lGrjesana Daerah.
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b. Bagfan Perekonomlan dan sumhr Daya Alam membawahf :

Sub Bagian Perekonomian ;

Sub Bagian Produksi;

Sub Bagian Sumber Daya Afam.

c. Bagfan Humas dan pengolahan Oata Elektronlk membawahl:
- Sub Bagian Hubungan Masyarakat;

- Sub Bagian penghubung, Sandidan Tefekomunikasi ;

- Sub Bagian Pengolahan Data Elektronlk.

4, Aslgten AdmtnletnrlUmum :

a. Baglan Umum membanahl :

- Sub Bagian Tata Usaha ;

- Sub Bagian Rumah Tangga;

- Sub Bagian Protokoldan perjafanan Dinas.

b., Baglan fug€t dan perlengkapan memhwahf :

- Sub Bagian Perencanaan dan penggunausahaan;

- Sub Bagian pemelilraraan dan penghapusat;

- Sub Bagian Evaluasidan pengendafian.

c. Baglan Keuangan membarvahl :

- Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran ;

- Sub Bagian Pentukuan dan Verifikasi;

- Sub Baghn Perbendaharaan, Aktmtansldan petapran.

S44t qganbasi Seloetari,iil Daerah adalah sebagaimana brcantrm
pada t mCnn Perabran Daefrah lni.

r

(.
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Pasal ll

? Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan. Tata

, Keia Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten Buton Utana sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

: Daerah inidinyatakan tetap berlaku.

j Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

i ngar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

i Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

- Kabupaten Buton LJtara.

, mndangkan di Bur a nga

Dtetad<andi B u r a n g a

padatanggal 18 November2010

BUPATI BUTON UTAM,

Cap / Ttd

H. IIUH. RIDWAI.I ZAI(ARIAH

pada tanggal 20 l.lovember 2010

SEKRETARIS DAEMH,

Cap/f6

[A DJIRU.8E..ll.sf
Pemblna Utama Muda, lV/c

NrP. 19561n.| 1982031023

IEIBARAN DAEMT{ I(ABUPATEN Et TON UTARA TAtlul{ 2010 NoiloR ll



PENJELASAN

ATAS

PEMTUMN DAEMH KABUPATEN BUTON UTAM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PEMTUMN DAEMH NOMOR 3 TAHUN 2OO8

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAEMH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKII-AN MKYAT DAEMH MBUPATEN

BUTON UTAM

UMUM

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa dalam penyelerpgaraan

pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibanhr oleh perangkat daerah terdiri

dari unsur staf yang membantu p€nyusunan kebijalon dan koordinasi,

diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk

inspekprat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur

pendukung h4as lGpala Daerah dalam penpsunan dan plaksanaan

kebfiakan daerah yang bersifal spesifik diwadahi dalam lembaga tekris

derah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas

daerah. Oleh karena itu, besaran organisasi perangkat daerah selalunya

memperlimbangkan faKor keuangan dan kebufuhan daerah, cakupan

tugas yang harus diwujudkan, sarana dan prasarana penunjang tugas

ssrta yang lebh penting Juga adalah daya dukung pobnsi daer& yang

baftaltar dengan urusan pemerintahan yap akan dihgani.
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Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya adalah berfungsi untuk

mengkoordinaslkan perumusan kebijakan, pelaksanaan 
!-ugas dinas daerah dan

bmbaga teknis daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi, pelapran serta pelayanan admlnlnsfatif. Di samping itu

melaksanakan fungsi hukum dan perundang+ndangan, organisasi dan tata

laksana, hubungan masyarakat dan pemerintahan umum lainnya. Sedangkan

Seketariat Dewan Pemakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayanan

adminishatif kepada anggota Dewan Peruakilan Rakyat Daerah yang meliputi

kesekretariatan, pengelolaan keuangan, tasilitasi penyelenggaraan rapat+apat,

dan sebagainya,

Peraturan Daenah Kabupaten Buton Utara tenbng Perubahan Atas Perafuran

Daerah Kabupaten Buton Utara Nornor 3 Tahun 2008 bnhng Oganisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ra$at

Daenah Kabupaten Buton Utara pda esenshya adalah merupakan suatu

ftilEangan produk hukum daerdt, sebagai ben$k perubahan stau

penyempumaan dalam upaya tnerxipbkan landasan hukum bagi

penyelenggaraan pemerintahan yang sfsin dan e&ldif.

Secara umum, dalam Peraturan Daerah hi tid* merubah keseluruhan

suhtansl dari Penaturan.Daerah yang telah da sebelumnya. Tebpi sibhya

hanya menyesuaikan dengan besaran hrgas yang dbmban obh penrerintdt

dsfah khususnya Sokrebriat Derah KahPabn Bubn t tan yang se$ap

aaahya bertembang secara dinanrb sesuai kehlfuhan dalam peny€lenggaraal

peoprh$tan, safta d6tgat dasg' gaffrnbilgan bahwa pdayanat kopsda

nusyarakat adaldr yeg letrih utnna dat akan ditingkafl<an secae bn s

mdlems.



Substansi Peraturan Daerah yang dimaksud hanya terdiri atas 2

(dua) pasal. Pasal 1 meliputi perubahan ketentuan pada Bab Vl pasal 11 ayat

(1) tentang susunan organisasi pada Sekrelariat Daerah [rabupaten Buton

tltara. Menurut Peraturan Daenah Kabupaten Buton Utara Nornor 3 Tahun 2008

bnhng Organlsasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perunkifan Rakyat Daerah Kabupaten Bulon Utara yang diundangkan melalui

Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2008, bahwa susunan organisasi Sekretariat

Daerah terdiri dari 2 (dua) Asisten, 6 (enam) bagian, 16 (enam belas) sub

bagian dan dibantu kelompk jabatan fungsional, maka melalui rancangan

Peraturan Daerah ini susunan organisasi Sekretariat Daerah mengalami

perubahan menjadi 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian, 27 (dua puluh tujuh)

sub bagiat dan juga dibanU kelompk jabatan tungsbnal.

Sedangkan pasal 2 Pentunn Daerah ini neliputi klausul

pemberlakuan yang tetap disesuaikan dan disefanaskan derpan Peratunan

Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebelumnya serta pengundangannya dalam

lembanan daerah.

[. PASALDEMIPASAT

Paull

Perubahan atau pnambahan susunan organisasi Sekrelariat Daenah

lGbupaten Bubn Utara adalah pada lsisten ldminishasi Umum yang

membawahi Bagian Umum, Bagian lsset dan Perlengkapan dan Bagian

Keuangan. Sebelum terjadi Perubahan, Bagian Umum berada pada

A*sbn Peekonombn da Pembagunal

Panl2

Aropidbs



STRUKTUR ORGANISASI

SEKRFTARIAT DAEMH KABUPATEN BUTON UTAM
LAi|PIMN : PEMTUMN DAEMH IGEUPATEN BUTON WARA

Nott{oR : 3 TAHUit 2010
TANGGAL : t8 HoVEI{BER 20,t0
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